SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, sudah tidak sesuai dengan kondisi
dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu

diubah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201]
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);
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6.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN — DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat

(4)

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan
nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan
yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Pasal 3 dihapus.

3. Pasal 6 dihapus.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2021

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

('

\ 1 WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI
(10, 96/2021 )

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

A.A. e Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik di Kabupaten Badung, urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Struktur Organisasi yang
terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat Badan dengan 3
(tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang dengan 2 (dua) Sub Bidang di
masing-masing Bidang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
membawa perubahan yang mendasar terhadap struktur organisasi dan
birokrasi Perangkat Daerah khususnya pada Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah
sertadengan dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27
Mei 2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov dan Pemkab /kota
dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/3484/0OTDA tanggal 31
Mei 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan
Pemerintah  Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17
Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, maka harus dilakukan
penyederhanaan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
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. PASAL DEM PASAL

Pasal |
A gea !
Cubup jrias
Angha 2
Cubup wias
Angha 3
Cubugp jelas
Pamal 1}
Cubup pias
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